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SALINAN PUTUSAN
Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

. . . 1 27 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Karyawan toko, NIK: [ GG
B cpat kediaman di [
|
I <oio Bima, sebagai
Penggugat;

Melawan;

. . DN umur 29 tahun,
pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan
Tidak/belum bekerja, tempat kediaman di |l
!
Barat Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022
yang terdaftar secara elektronik dalam Sisitem Informasi Perkara Pengadilan
Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
131/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal BB Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama || |GG «ot2 Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : [ GG

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [ GGG
I <ot Bima selama 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana posita nomor 2 di atas,
pada bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan
kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
hidup berpisah secara berturut-turut sampai dengan sekarang dan
selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada
Penggugat;

6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah  sedemikian rupa sifatnya, maka Penggugat
menganggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar
menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat di
depan sidang Pengadilan Agama Bima;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya dinasehati oleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi
sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud
memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang
berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum
A. Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (I GcNGNGEG
) Tcrhadap Penggugat (I

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair:
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak
berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui
proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk
umum dan atas dalil-dalii gugatannya tersebut Penggugat mengajukan
penambahan keterangan secara lisan pada poin 4 dengan menyatakan sejak
awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak tangung jawab mengenai
nafkah keluarga suka main game dan Tergugat tidak mau bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
I < I g diterbitkan
oleh Pemerintah Kota Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan
dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

I . ang diterbitkan oleh Kantor
Urusan Agama | B <:bupaten Bima, bukti

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai
dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1 . umur 63 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
. <ota
Bima. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah
Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri sejak tahun 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di
I ota Bima sampai awal
Januari 2020, setelah itu pisah rumabh;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak tangung jawab mengenai
nafkah keluarga suka main game dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa, saksi melihat sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu
Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin;
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- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati
Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dalam berumah
tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat
kembali;

2 . imur 27 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
I <ota
Bima. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri sejak tahun 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di
I 5- - Kota Bima sampai awal
Januari 2020, setelah itu pisah rumabh;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak tangung jawab mengenai
nafkah keluarga suka main game dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa, saksi melihat sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu
Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati
Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dalam berumah
tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat
kembali;
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Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat
membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang
kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan

menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap
segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat
selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil’lkuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran
Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut
hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir dan
perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149
R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar’iyyah yang termaktub dalam Kitab
Khulashatut Tirya’ Juz 1l halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis

Hakim sebagai berikut:

s aly e ks Leaaad A smel GlE aSlall Gele o (o8 e g 3 i) pe oW

Llee anic aSo 3 80 & ol

Artinya: “"Swate keharusan bagi swami isterd untuk hadir o dalam persidangary

Nfajelis Hakirm, jika salah satunya berfhralangan darn idak dapat
menghadiinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”,

Artinya: “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk
mendamaikan dengan cara selalu menasehati Penggugat dalam setiap
persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya
dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang,
maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil,
selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal
80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya
gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa sejak tahun
2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga disebabkan karena Tergugat tidak tangung jawab mengenai nafkah
keluarga suka main game dan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga
puncaknya sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai
sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk
pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat
diterima menjadi fakta sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat
diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara
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perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan
adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk
dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari
pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau
Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim masih tetap membebani pembuktian
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka
menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-
alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, dan P.2, keduanya
merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan
materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg
serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2099
tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat
kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut
secara materiil untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bima dengan
pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
percekcokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan berdasarkan bukti (P.1) dan
bukti (P.2) telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
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Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima baik secara
absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor: | G o<2 sccara materiil
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam
perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (legal
standing) dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah
diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat
dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi
alasan perceraian dalam perkara a quo telah bersesuaian dengan maksud
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau
orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar
dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan
dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan
keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah
sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179
dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus
perkara a quo;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat
diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat
adalah saksi-saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat
dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat tidak tangung jawab mengenai nafkah keluarga

suka main game dan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga puncaknya sejak
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bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sampai sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama
itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Meskipun pihak
keluarga telah berupaya dengan maksimal untuk menasehati dan merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang
dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalii gugatan
Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang
disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal

I 2un belum dikaruniai anak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di || G - -t
Kota Bima sampai bulan Januari 2020, setelah itu pisah rumabh;

- Bahwa, sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak tangung jawab mengenai nafkah keluarga
suka main game dan Tergugat tidak mau bekerja;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 sehingga
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang
berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati keduanya
agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga,
namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan
perceraian dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat
dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana antara

Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak tangung jawab mengenai
nafkah keluarga suka main game dan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga
sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan
selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin,
meskipun telah dilakukan upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan
kembali Penggugat dengan Tergugat secara maksimal, bahkan oleh Maijelis
Hakim juga dalam setiap persidangan menasehati Penggugat agar dapat
kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan
keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali
dengan Tergugat karena kekecewaannya dengan Tergugat, maka Majelis
Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa telah ternyata perkawinan dan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (Broken
Marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dimana telah ternyata perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (Broken
Marriage) dan sudah sulit/tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali
tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta
dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam
sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, kondisi/fakta
tersebut sudah menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan dalam
ikatan perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu
membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan
firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

SL: 8 T Aes np BERR A8To Oesp lenl) TmASal ln 550 a5 ke Tm A50 GBia S Tasie Ses

Artinya - “Darr i antara tarmnda-tanda kekirasaan-MNya ialabh dia rrenciptakan
Lartea AT L PSteri_istert dari jerismaiir sendird, soppaya Karmio cendertirg
dan merasa ternterarmn kKkepadanya, alan dijadikan-Nya diantararmw
rasa kasitr dan sayvang;

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
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dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah
diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah
mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat,
karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga
Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada

mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul figh yang berbunyi:

P SNOBE, P [ TSI WL
e L e TP A rerheaFe  Foesressserdceirs  fesdaiks  cficdefresbesFosins  cfeiri  pasicdes | rosessecfeitensregFosies
feerrrasialratar -

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin
dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru
akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri
(perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara
a quo adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama
Sayyid Sabig dalam kitab Figih Sunnah Juz Il: 248 yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Cat Bl al g Ama Slhioc W 1ol Lgs e L)kl Ces al 13] (Se 800 a2l B e onllal o Ao g 30 o
LA AR LgRlh Lagliu mBaaW) o6 alEl Jas g o Lagllial
Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
wntuk diceraikan dari suaminya dengarn dasar tuntutan bahwa apabila
telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana
swami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah
mendamaikan swuaimmi isterd tersebut maka Hakim menceraikannya
dengan talak bain shugra™

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila
telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana
suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat
mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya
dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas
dan dikuatkan pula dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak
tangung jawab mengenai nafkah keluarga suka main game dan Tergugat tidak

mau bekerja, sehingga sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan
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Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2
(dua) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan
lahir maupun batin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan oleh karena Tergugat tidak
pernah hadir di sidang, maka Mejelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut
dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan
Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah
kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (I Gz
) chadep  Penggugat (NN

]
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4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dr.
Muh. Nasikhin, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A.,
M.H., dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh Rahmah, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. Dr. Muh. Nasikhin, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Il,

Ttd.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmah, S.H.l

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat Rp. 0.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat Rp.140.000,00
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5.  PNBP Panggilan Pertama Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah Rp. 25.000,00
7. Redaksi Rp. 10.000,00
8. Meterai Rp. 10.000,00
9. Biaya Pemberitahuan Putusan Rp. 70.000,00
10. PNBP Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama
Bunyinya dengan Putusan Aslinya;

Oleh Panitera,

Drs. H. Ikhlas
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